' PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA
. NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG

... .. SISTEMOPERASIONAL .
' "KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

{

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK iNDONESiA, |

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan fugas pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia diperiukan sistem operasional Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang disusun secara terencana,
sistematis, dan sinergis, guna terpeliharanya keamanan dan
ketertiban masyarakat demi terwujudnya keamanan dalam negeri:

b. bahwa sistem operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
. yang dipergunakan selama ini sudah fidak sesual dengan
_perkembangan masyarakat madani, sehingga perlu ditata ulang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalem
huruf a, dan huref b, perfu menetapkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistemn Operasional
Kepolisian Negara Republik indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentahgv'Orgaﬂisasi dan
Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menéfapkan:' PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  REPUBLIK
. INDONESIA TENTAKNG SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BABT ...
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KETENTUAN UMUWE

Pasa[1 e

Daiam peraturan ini yang dlmaksud dengan

~1

_ '“Kepolzsuan Negara Repubhk Indones:a yang selanjutnya dismgkat Polri adaiah
- alat - Negara . yang , berperan .dalam . memelihara keamanan ..dan ketertiban
: !masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perfindungan, pengayoman
‘dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

dalam negeri..

Sistem Operasional Polri yang se(énjutnya disingkat Sisopsnal Polri adalah
-suatu ‘keseluruhan fungsi Polri yang  terintegrasi dan saling berinteraksi dalam

melaksanakan tugas operasional kepolisian secara berkesinambungan.

Operasi Kepoiisié;‘i adalah serangkaian findakan Polri dalam rangka
menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang
diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran terientu, cara beriindak

~ tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi

kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri secara rutin
setiap hari dan sepanfang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi
keamanan dan keterttban masyarakai ' : :

Situasi a’m’an ‘adalah suatu keaciéan dimena miasyarakat dapat mélékﬁkéh -
kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat dalam melakukan akfivitas.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh fakior alam dan/aiau fakior non alam maupun fakior manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, keruszkan lingkungan, kerugian
harta benda dan dampak psikologis.

Kecelakaan adalah keadaan yang terjadi akibat dari kelalaian dan bukan
kesengajaan yang membawa korban manusia dan/atau harta benda.

Gangguan keamanan adalah kejadian yang membawa kerugian, hambatan,
rintangan terhadap seseorang dapat merupakan bahaya bagi orang lain.

Pasal 2

Asas dan prinsip dalam Sisopsnal Polri meliputi:

a.

legalitas, yaitu setiap kebijakan dan tindakan Kepolisian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

b. kewsajiban.....




. _kewajiban, yaitu pei;un;uk kepada kewajsban umum Kepolisian untuk memelihara
... keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menempatkan kepentingan umum
L -sebagaf dasar bertindak; ‘

© . preventif, yaitu tolak ukur. keberhas:ian Kepolss;an tidak hanya didasarkan pada
‘intensitas tmdakan penegakan hukum dan jumlah perkara pidana yang

drselesaskan .

§

partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam tugas-tugas Kepolisian

berkaitan dengan tangkal, cegah, penegakan hukum terbatas sesual dengan

- undang- undangi
* -gubsidiaritas;: yaltu mamberi peluang kepada Polri untuk megambil prakarsa dan

findakan periama petayanan masyarakat pada saat penanggung jawab teknisnya
belum ada;

mengutamakan pencegahan, yaitu suatu sikap dan pandangan yang diiandaSt'
pemtktran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan/penindakan;

proakiif, yaitu pelaksanaan tugas operasional Polr fidak menunggu sasaran yang.
akan dihadapi, akan tetapi- secara akiif berusaha untuk menemukan
permasalahan yang akan dijadikan sasaran tugas;

kenyal, vyaitu pelaksanaan tugas di lapangan harus luwes, mampu
mengidentifikasi dan mengadaptasi setiap gejala dan masalah yang berkembang
dalam masyarakai'

“menjunjung tingg: hak asasi manusia dan tidak diskriminatif, yaitu setiap anggota

Polri wajib menghormatr dan menjunjung tmgg: hak asasi manusia dan periakuan
yang sama kepada setiap orang yang dilayani;

kerahasiaan; yaitu segala sesuaiu yang menurut sifatnya atau menurut perintah

. pimpinan harus dirahasiakan;

mtegratn‘ yal’{u melibatkan beberapa fungeu kepohs:an dan unsur-unsur di luar
Poin yang dilandasi sikap saling memahami peran masing-masing;

proporsmnai ‘yaitu segala upaya dan tindakan yang diambil harus seimbang
depgan tugas, sasaran dan target operasi;

efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai
dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan;

transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas
dan terbuka; dan

akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan yang ditaksanakan harus
dipertanggungjawabkan.

| Pasal 3

Tu;uan dan peraturan ini sebagal pedoman induk bagi pelaksana fungsi Polri dalam
melaksanakan setiap kegiatan operasional demi tercapainya pelaksanaan tugas.
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Pasal 4.

- v -Ru_ang _!_in;gkgp pe_rati;ran;i_ni meliputic - - '

e SHopmaiPoiidan
b, '{a:\"t‘é'r'éh kewenangan dan tanggung jawab,
BAB H
SISOPSNAL POLRI

S oweegne b Bagidn Kesatu
' Pokok-pokok Sisopsnal Polri

Pasal §

i

Pokok»-pgffkok Sisopsnal Polri dilaksanakan untuk melindungi segenap masyarakat dan.
harta benda demi terfaminnya:

a. raéa bebas dan gangguan fisik maupun psikis;

b. ke’féeiamatan .diri, hak milik, kehormatan, dan hak-hak Eéin;

c. ra%a damai dan bebas dari kekhawatiran; dan

d. ke;manan dalam negeri guna mewujudkan pembangunan nasional.

Pasal 6

Tugas o_p.err_asionai Kepolisian diselenggarakan melalui:
a. kagiaian Kepolisian; dan '
b. operasi Kepolisian.

Bagian Kedua
Kegiatan Kepolisian

Pasal 7

Kegiatan Kepoﬁsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan
penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari dalam rangka menjaga dan memelihara
situasi keamanan dan keteriiban masyarakat melalui kegiatan pre-emtif, preventif, dan

represif.
Pasal 8

Keé}jatan\i(epblisia‘n dilaksanakan oleh seluruh kesatuan Polri mulai dari tingkat pusat
sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh pengemban fungs
kepolisian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 .....




B
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(1)

Pasa! 9

Pasai 1 0

' _Bentuk«-bentuk kegiatan- Kepo[:suan mellputl :
__f_meiakukan penyehdlkan pengamanan dan penggaiangan
membma masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran dan ketaatan

hukum dan peraturan perundang undangan;

melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan, dan patroli terhadap
kegxatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan:

menyefenggarakan segala Kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalulintas di jalan;

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;

melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembmaan teknis terhadap Kepolisian
khusus penyidik negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

,metakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

' menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium

forensik, dan-psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan

“hidup dari gangguan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan -
_ peﬁoiongau dengan menjunjung tmggi Hak Asasl Manusm

melayani kepeni:ngan warga masyarakat untuk sementara sebelum d;tanganz
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

memberikan ,ﬁpeiéyanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas dan wewenang Kepolisian;

menyeienggarakén kegiatan perpolisian masyarakat (community policing);

melakukan tu_gas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal i1

Sasaran kegiatan Kepolisian meliputi:

a. segala bentuk gangguan keamanan pada tahap pembiakan dini, berupa
endapan permasalzhan kegiatan masyarakat yang tidak ditangani secara
tuntas, sshingga berkembang menjadi keadsan yang semakin memburuk
menuju ambang gangguan dan akhirnya menjadi gangguan nyata;

'b.  segala bentuk gangguan keamanan yang bejum terjadi, tetapi telah

menimbulkan rasa kekhawatiran pada masyarakat, karena diperkirakan akan
terjadi; dan
¢, segala ...

“_'___Keglaian Kepolss;an ddaksanakan melalui. proses ‘manajemen. oleh. seiuruh Kesatuan .
... kerja pengemban fungs; operasional Kepohssan mulai dari tmgkat pusat sampai dengan o
. __imgkai kewsiayahan yang dapat didukung oleh fungsz pembmaan s L
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C. segala gangguan nyata dalam bentuk kejahatan, pelanggaran, bencana
. alam, dan kecelakaan. '

" (2) . Ambang gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa
: -Perbuatan orang maupun sekelompok orang ataupun suaiu keadaan yang
mencakup rugng, tempat, dan wakiu. '

Pasal 12

Dukungan kegiatan Kepolisian meliputi pemberdayaan seluruh kemampuan dan
kekuatan personal Polr, sarand dan prasarana, materiil logistik, serta anggaran yang
- fersediay - - TR S S I S : o :

Bagian ketiga
Operasi Kepolisian

Pasal 13

(1)  Operasi Kepé_!isién sebagaimana dimaksud dalam Pasal § huruf b merupakan

penyelenggaraan operasional Polri yang dilaksanakan berdasarkan penilaian
situasi untuk menanggulangi gangguan nyaia yang tidak efektif ditangani melalui
kegiatan Kepolisian. |

{(2) Bentuk operaéiKepoiIsian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasi:
intelijen: '

a
b.  pengamanan kegiatan:

c.  pemeliharaan keamanan;
d.  penegakan hukum:

e.  pemulihan keamanan;

f. kontinjé_hs‘i; dan

g.  pemeliharaan keamanan dunia.

Pasal 14

Operasi Kepolisian dilaksanakan oleh setiap kesatuan pada tingkat pusat/kewilayahan/
- fungsi dan/atau satuan tugas yang dibeniuk dan ditunjuk untuk menyelenggarakan
operasi Kepolisian serta dapat bekerja sama dengan pengemban fungsi Kepolisian
lainnya dan instansi pemerintah/non pemerintah.

Pasal 15

Opé;:fa‘si Ke‘polisi_an dilaksanakan melalui proses manajemen operasi Kepolisian oleh
kesatuan pengemban fungsi operasional Kepolisian yang dikedepankan dibantu fungsi-
fungsi Kepolisian tainnya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan.

Fasal 16 .....



| ';'i?as_a_l_fifé‘._ S

 dirasakan fidak dapat ditanggulangi melalui kegiaten Kepolisian.

(@) Sasaran operas Kepolisan sebagaimans dmakaud ade ayat (1) ol

~a pefmasalahan kéhidupjan sosial dan [ing“kungénnya_ yang dapat berkembang
menjadi keadaan yang semakin memburuk dan diperkirakan dapat
) _m_‘?ﬁiﬂibﬁu_lka_ﬂ___'T_éi_?'}'ad_ihya_émbang.gangguan dan/atau gangguan nyata;

SRR T kegféfggn‘...pemerinigh dan masyarakat yang diperkirakan dapat ‘berpotensi
' kontijensi; dan ‘

c.  kejahatan yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan meresahkan
masyarakat ataupun merugikan kepentingan Negara serta berbagai bentuk
gangguan keamanan akibat kecelakaan dan bencana alam yang
menimbulkan korban massal dan kerugian materiil sangat besar. - :

Pasal 17

Dukungan operasi Kepolisian metiputi:

a. penggunaan kkekuat‘an dan kemampuan personel, sarana dan prasarana, materiil
logistik secara khusus; dan

b. ang'garaﬂ 'yén_g tersedia pada fungsi tingkat pusst maupun fingkat kewilayahan

dan sumber anggaran khusus lainnya. i

BAB i

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada kegiatan Kepolisian sebagatl berikut:

a. Kepala Kesatuan selaku atasan dan/atau sebagai Kepala Satuan Kerja

berwenang: mengerahkan dan membuat  keputusarn sehubungan dengan
i penggunaan kekuatan personel yang berada dalam kendalinya maupun segenap
1§ dukungan materiil, logistik, dan anggaran sepanjang sesyai dengan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan;

b  Kepala Satuan Kerja memandang perlu mengubah  sasaran, sehingga
~ pengerahan. personel dan segenap dukungannya menjadi tidak sesuai dengan
yang tertera dalam rencana kerja tahunan;

' - c. Kepala ...

- (1) - Sasaran operasi Kepolisian adalah gangguan keamanan ‘yang terjadi dan



G Kepaia Satuan 4-_Kerjé,._w_éjib;-f.r;er';yu_éq'n.-,_ré_nic_:a'na=_ re\}isi-rencéna.{kerja dan diajukan
... kepada Kapolri bagi Satuan Kerja dilingkungan Mabes Polri, dan kepada Kapolda' T
. bagi Satuan Kerja di fingkungan Mapolda, serta Satuan Kerja Kewilayahan Polwil =~

. danPolres;

‘Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab atas seluruh resike dan akibat hukum
- yang ferjadi sebagai hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan atas sasaran
yang -ielah ‘mendapatkan perseiujuannya serta atas cara bertindak yang telah
“menjadi ketetapannya atau yang telah memperoleh perseiujuannya secara lisan
_,._m_aupun.terj@:s;:. 4 T . PN
peﬁanggun’gjég'waban dan akbat hukum yang telah timbul sebagai akibat
dilakukannya ‘cara bertindak dan/atau atas sasaran di luar yang ditetapkan atau
yang disetujui’ oleh Kepala Satuan Kerja merupakan tanggung jawab anggota
Polri yang bérsangkutan yang wajib diperianggungjawabkan secara individual:

¥

Kepala Satuan:Kerja yang menerima Bawah-Komando Operasi (BKO) dari satuan
tain, bertanggung jawab atas seluruh resiko dan akibat hukum yang terjadi
sebagai hasil pelaksanaan tugas atas sasaran vang telah mendapatkan
persetujuannya atau cara bertindak yang telah ditetapkannya baik secara lisan
maupun tertulis; :

pertanggungjawaban dan akibat hukum yang telah timbul sebagai akibat
dilakukannya cara bertindak anggota BKO dan/atau atas penentuan sasaran di
luar yang ditétaﬁkéan atau yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja, merupakan
tanggung jawab anggota BKO yang bersangkutan dan wajib dipertanggung
jawabkan secara individual; - ‘
Pejabat ' Polri; yang mengatasnamakan Kepala Satuan Kerja yang telah
~ memperoleh ‘persetujuannya baik secara lisan maupun teriulis menggunakan

kekuatan persbnel yang berada dalam kendalinya maupun segenap dukungan
materiil, logistik, dan anggaran, maka tanggung jawab atas seluruh resiko dan
akibat hukuni yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah
Kepala Satuan.Kerja; i\

beban resikoi dan akibat hukum vang timbul sebagai akibat pejabat Poiri yang
mengatasnamakan Kepala Satuan Kerja yang menggunakan segenap hubungan
materill, logistik, dan anggaran tanpa sepengetahuan afau tidak memperoleh
persetujuan fisan maupun tertulis dari Kepala Satuan Kerja yang menggunakan
segenap dukungan materill, logistik, dan anggaran, merupakan tanggung jawab
pejabat yang menggunakan dan individu personel yang digunakar;

setiap kegiatan Kepolisian didukung dengan anggaran yang sesuai dengan norma
. yang ada serta dipertanggungjawabkan secara teriulis,

Pasal 19.....




Kepala Kesatuan Penyelenggaraan Re

'-i_.qpé_r_a_s'i;'ﬁ'__i;a'fég’fb_ei't_in_d_ak_-_-_.pfs'g!aks,ana-}'op'erasi,'"_E;t_jmeSisi,- -dan kekuatan personel

. seria -segenap komponen ‘dukungan materiilflogistik - maupun anggaran yang
. dituangkan dalam rencana operasi; i

A :a'... L
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 Pasal 19 SR

.:_.'_':"-Tat_a_rjah___kaw_eﬁéqgén dar_l_,ta;*;__g'g:u'h_g jawab pada o;ﬁé:_zfés'i,l{eﬁciis’_ian_ sebagai berikut: L

perasi- berwenang - menetapkan’ sasaran

' Kep:af'a _Keseifuan' ‘penyelenggaraan operasi 'bérwehang -memberi danfatau

mencabut sewaktu-waktu mandat untuk memimpin ‘operasi kepada pejabat yang

 ditunjuk cile:;aigan surat perintah; o

" Kepala pelékfsana operasi berwenang memobilisasi seluruh kekuatan personel

dan segenap dukungan vang berada dj bawah  kendalinya dalam rangka
mencapai sasaran operasi dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam
rencana opérasi; ‘ A

Kepala pelaksana operasi -bemenang.mengubah sasaran operasi dan/atau carg
bertindak sesuai dengan pertimbangan dan perkembangan situasi di daerah
Gperasi dengan melaporkan terlebih dahulu secara tertuiis kepada kepala
kesatuan pehyelenggara operasi untuk memperoleh persetujuan tertulis atay
lisan; :

dalam hal permintazn persetujuan lisan maupun teriulis tidak diperoleh karena
keadaan yang fidak memungkinkan atay keadaan sangat dipenuhi keterbatasan,
Operasi  dilaksanakan, sesuai kebijakan "dan keputusan lapangan Kepala
pelaksana operasi dengan melakukan bencatatan secara ringi tentang alasan
serta akibat yang ditimbulkan; N

Kepala Kesatlian benyelengga_raan operasi bena'nggung_jawab. atas beban resiko

“dan akibat -hukum yang timbul Berkaitan dengan dilaksanakannya suatu - operasi

yang diselenggarakan berdasarkan rencana operasi yang disetujui dan

- disahkannya; ..

Kepala pelaksana operasi selaky penerima mandat bertanggung jawab terhadap
pertbahan sasaran, atas limbulnya beban resiko, akibat hukum operasi, dan
perubahan cara bertindak yang tidak sesuai dengan rencana operasi dan/atau
yang tidak memperoleh persetujuan dari Kepala Kesatuan penyelenggara
operast; |

tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul atas cara bertindak yang dilakukan
oleh anggoia pélaksana operasi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam
rencana operasi dan/atau yang tidak diselujui oteh Kepala pelaksana operasi
dipertanggungjawabkan oleh anggota Polri yang bersangkutan:

Keéaia Kesatﬁé?n Penyelenggaraan Operasi yang menerima anggota BKO dari

. satuan lain ngrta’nggung- jawab dan mengendalikan anggota BKO tanpa
‘-f"‘r'terk:ecuaii, .atas.beban resiko dan akibat hukum yang timbul berkaitan dengan

di-faksanakannya suatu operasi yang diselenggarakan berdasarkan rencana
operasi yang disetujui dan disahkannya:
: ' j-tanggung .....




. tanggung jawab dan akibat hukum. yang difimbulkan atas cara bertindak yang
- dilakukan anggota BKO yang tidak sesual-dengan yang ditetapkan dalam rencana

K. sefiap kegialah operasi Kepolisian didukung dengan anggaran yang sesuai
. dengan norma yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.

" Pasal 20

 Pada saat Peraturan inf mulai berlaku, maka Juklak Kapolri No. Pol, : Jukiaki {47V 1984
o -tanggal 15 Juni. 1984»,,xjtemtang-8isopsnai Polr, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -

BAB IV
.KETENTUAN PEi\iUTUP
Pasal-' 21
"F_’eraturan Képofri ini ;;;;ujai beﬂaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang; m.enée;tahuinya, - Peraturan  Kapolri ini diundangkan dengan
" penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Qiéetapkan di Jakarta
_pé’da tanggal 2009
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA.REPUBL{K INDONESIA,
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Diundangkan di Jakarta : Paraf;
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. operasi. dan/atau. yang tidak - disetujui .oleh Kepala -Pelaksana  Operasi, "~
"""_._.dip'erta_nggu_n'gjayvab_kan'ngh_-an_'_ggota BKO.._yar_ig_'_bg'_rs_angkmanjSet;a_r;a"_individuai;"'._ e




